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a. bahwa dalam rangka pemberian uang makan bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu diatur tata 
cara pemberian uang makan bagi Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Uang Makan Bagi Pegawai 
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

BUPATI PURBALINGGA, 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

UANG MAK.AN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021 

TENTANG 

NOMOR 54 TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINS! JAWA TENGAH 



PERATURAN BUPATI TENTANG UANG MAKAN BAGI 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN: 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 
Nomor 14); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 
tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 645); 

Menetapkan 



Pasal 4 

(1) Uang makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya 
dilaksanakan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Dalam hal uang makan tidak dapat dibayarkan setiap tanggal 10 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang makan dapat dibayarkan 
untuk beberapa bulan sekaligus. 

I 

(1) Vang makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan 
se bagai beriku t: 
a. tidak hadir kerja, baik di tempat kerja atau dari rumah; 
b. sedang melaksanakan perjalanan dinas; 
c. sedang melaksanakan cuti; 
d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau 
e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah. 

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota 
sampai dengan 8 (delapan) jam. 

(3) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang 
dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan uang makan sepanjang Pegawai 
ASN yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja 
berkenaan. 

Pasal 3 

(1) Vang makan diberikan kepada Pegawai ASN pada instansi yang 
melaksanakan 5 (lima) hari kerja. 

(2) Vang makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir 
Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. 

(3) Besaran uang makan yang diberikan kepada Pegawai ASN per hari sesuai 
satuan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai 
Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon 
Pegawai Negeri Sipil. 

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 
tugas pemerintahan. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif 
dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS. 

Pasal 1 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 54 

IN ARNO 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 Agustus 2021 

Plh. SE ETARIS DAERAH 
KABUPAT N PURBALINGGA 

J\YYNING PRATIWI ~ 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 Agustus 2021 
BUPATI PURBALINGGA, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan. 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

(1) Pemberian uang makan dibebankan pada rekening tambahan 
penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja masing-masing Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 

(2) Tata cara pengajuan pembayaran uang makan dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Bupati yang mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuangan Daerah dengan dilampiri: 
a. daftar penerimaan uang makan; dan 
b. rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai ASN yang ditandatangani oleh 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
(3) Uang makan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Pasal 5 

(3) Khusus untuk uang makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada 
bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah pada 
akhir tahun anggaran. 


